BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil penelitian  ini, penulis dapat menyampaikan
kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap advokat tidak sesuai dengan pengaturan
Undang-Undang Tipikor Pasal 21, perkara penangkapan Friedrich Yunadi
oleh KPK telah menerobos Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang
tentang Advokat mengenai hak Imunitas Advokat yang tidak dapat
dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas
profesinya dengan landasan itikad baik untuk kepentingan pembelaan
klien dalam maupun diluar sidang pengadilan. Kemudian hak imunitas
tersebut di legitimasi secara khusus oleh putusanNomor : 26/PUU-
X1/2013, yang menguatkan tentanghakimunitasadvokat.

2. Prosedur penyidikan dan penetapan tersangka pada Advokat, menurut
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
harus selaras dengan Pasal 10 undang undang advokat, yaitu Dewan
Kehormatan memiliki wewenang memutuskan melanggar dan atau tidak
melanggar kode etik, pelanggaran kode etik belum tentu merupakan suatu

perbuatan pidana obstruction of justice.
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B. Saran
1. Disarankan dibuat peraturan peundang-undangan yang lebih aplikatif
seperti permenkumham tentang pengawasan profesi advokat, karena pasal
16 undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat, sebagai suatu
bentuk perlindungan hukumnya , saat ini tidak dapat lagi menyelaraskan
dengan perkembangan zaman.
2. Prosedur penyidikan terhadap Frdrich Yunadi disarankan terlebih dahulu

meminta persetujuan komisi kode etik advokat.
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